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Menirnbang : it.

Mengingat : 1.

bahwa trerdasarkan
huruf a, huruf b dan
Daerah tentang Bank

b.

c"

d.

GUBERN UR SULAWESI TENGC}ARA,

bahwa Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 'Ienggara sebagai
salah satu Bank Umum yang berfungsi rnenshimpun clan
menyalul'kan dana masyarakat serta mernberiltan pelayanan jtrsa
lalu lintas pembayaran perlu cliberdayakan dan rJitirrgkaltltanr
kinerjanva selringga mampu membr:rikan kq',:ntribusi tragl
Pendapatan Daerah serta rnendorong; pelrtunrrbuhan
perekonomian dan percepatan 6rel;aksanaern P,nm[:angHnan
Daerah;

bahwa salah satu upaya untuk rnenrinEkatkan ell'ektfivitas dan
kinerja tsank Pembangunan Daerah flulawesi Tengg;rra perllu
meningk;atkan permodalan Bank, nrenyelelrEl;;ratian unlt usalha
syariah, mengatur kenrbali pembagian fmba deln p€ng;esah6n
modal disetor dari Pemegang Saharn;

bahwa Peraturarr Daerah Provinsi $ulawesi .'n$jg;rra Nonurrpr 2
'Iahun 2A07 tentang Perubahan Elentuk B .;an l'{ukurrr Bank
PembangLlnan Daerah Sulawesi 'Tenggari, clari Pr*rusal'laart
Daerah nrenjadi Perseroan Terbatas he*lunt ;pat rJllaksarlaki.ln
sehingga perlu clitinjau :kembali;

p*rtimbarrgan s!,. gainnana dlrnal(sLicll
huri;i c, maka perlu :rnberttuk Penaturant
Penrbangunan f)aer $ulalwesi Teng;gara.

Undang-Unclang Nomor 5 'T'ahun 'lg{:. tentang Perusahrailrt
Daerah (l-embaran Ne;;,:ra Repubrlik r Jclnesia ']-ahun 1962
Nomon 10, Tambahan i-*mbara,rt lrleg; ;t Repurblik lndonesia
Nomor 2387);

Urrdang-Undang Nonnoi 13 Tahun 1l ,,4 terrtang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pl ,;ggarrti Undang indang h'lomor 2 Tahun
1S4 tentang Pembentutsn Daer,ah Tingxat I $ulawesi Tengah
dan Daerah Tingkal I Sulawesi Tengg;lra dengan nnengubah
Undang-Llndang Nomor 47 Prp. Talrun 1960 tentang
Pemberrtukan Daerah -l-ingkat I Sulawesi tJtara Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatit;n-Tenggara (Lembaran Negara
Republik lndonesia l-ahun 1964 Nomor 9,4, Tambahan Lembaran
Negara Re'publik lndonesia Nomor 2687):

2.



Unoang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang lrlnrnor 10
Tahun 1998 (Lembaran lrlegara Tahun 1998 Nomor '182,

Tambahan Lembararr Negara Nomor 3690);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pennerintahnn
Daerah (l-embaran Negara Repuhlik lndonesia "l-ahun 200,4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lncJonesla
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah treberapa kali dan
terakhir dengan Undang-tJndang Nomor 12 'Tahurr 20fJ8 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Unclang; Nornor 32 'T'ahun 200,4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembarern Negara Republik
lndonesia Tahun 200S Nontor 59, Tannbahan l-embanalr [\egarel
Republik lndonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentanE tsank
Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nornclr
117, Tambahan Lembaran Negara Republik lnrJonesia Nornor
3507) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan tenakhin
dengan Peraturan Pemerintah Nomclr 73 'Iahun 1998 (l-ernbarranr

Negara Republik lndonesia Tahun 1998 hlornor 1(i3, l"ambaharrt
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3782.);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahuln 20CI5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembanan Irtregara Flepublik
lndonesia Tahun 21105 Nomor|40, Tambahan l.,,ermbaran Nt+gara
Republik lndonesia Nomor 4578);

7 " Peraturalr Pemerintah Nomor 38 "Iahun 2007 tentielrE Pembag;ii:l't
Urusan Femerintahan antara Pernerln'lalt, Pernerintahan Daerah
Provinsi tlan Pernerintahan Daeral'l Kaliup'atc'nlKr:t;t (Lentbarran

Negara Repiublik lndonesia Tahun 2007 hk:rnon 82, 'l"arnhahan

Lembaran Negara Fl,epublik lndonesia ftlom'on 4V37).

Dengan Persetujuan Be;rsan'la

DEWAN FFR,VIilAKI LAN RAKYA'T M,AER,A}.I

PROVIT{SI SUL/\WHS'I T.ENGIGARA

dart

GIIBERN U R $UI-AWE$JI Th il{GGAIRA

NilEHIUTUSKA}*I :

Menetapkan : PERAI'URAN DAHR/\H TENTANG BANK PF:IUBAhIGUNAIU
PAERAT{ $L'I-AVVESI THNGGARA"

:3.

,{.

5.



3.

,4.
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EAB I

KSTEHTUAN I"JMIJM

Fasal t

Salam Peraduran Daerah ini yang dimaksud dengan;

1,- Daerah adatah Provinsi $ulawesi 'Tenggara dan KabupateniKota
se Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi sulawesi
Tenggara;

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Parmerintah Kabupaten/Kota
se-Sulawesi Tengganet ;

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara selaku perneEang
saham pengendali;

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provlnsi {lulawesi
Tenggara;

Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BPD
adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi l engg;ara;

Rapat Umum Pernegang Saham yang selanjutnya dise'nut RUPS
adalah Rapat Umum Pemegang Saharn Bank Pemhangunar'l
Daerah Sulawesi Tenggara;

Rapat Umum Pemegang $aham [-uar Biasa yang selanjullnya
disebut RUPS-LB adalah Rapat Umum Penregang Siah;rrr Luar
Biasa Bank Pembangunan Daerah Sulawesi T.enEgana;

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Pennbangunan
iDaerah Sulawesi Tengara;

Direksi adalah Direksi Bank Pernbangunan Daerah i$r.rlavur:si
'fenggara.

11. Pegawai adalah Pegawai Bank PembanELtneln Daenah Sulawe i

Tenggara.

Pasal ?

BPD dalarn melakukan usiahalnya berazaskian dernolcrasi eiltonorni
dengan menggunakan prirrsip kehati-hatian.

Pasal 3

BPD clidirikanr dengan nra;ksutJ untuk nrenntrarrtu dan rnenrJr:rong
prertumbuhan perekonomiarr dan memperceprat prosr'rs pelal<sanaan
pemLrangunan daerah disepala bidang sertia sebiagai salalr satu
sumber Pendapatan Daerah clalarn rangl<a nteningkatkan t;lraf l'uittrup

rerkyat.

6.

7.

8.

9.

10.
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. BAB II

KEDT'DUKAN I.IUKUil'I

(1) BPD yang dictirikan o"nnJn""#r1rrr",.' Daerah provins! Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 1 l-ahun 1981, sebagaimana
telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 'l'ahun 2004,
dilakukan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

(2):' BPD ialah Badan Hukum dengan bentuk Perusahaan Daerah
yang melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerahr
ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang, berlaku.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WII.AYA}.! KER.JA

Pasal 5

(1) Kantor Pusat BPD b'erkeldudukan di lbukota Provinsi Sulawesi
Tenggara;

(tL) BPD dapat mempunyai Kantor Cabang, Cabang Pembantu,
l(antor Kas, Unit Syariah dan Unit Usalra lainnya yang ditetapkan
oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV

TUGAS DAN U$/\HA ;

Pasal 6

(1) Sebagai alat kelengkapan Otonomi Daeralh, BPD mempunyai
tugas meliputi:

a. sebagai penggerak, pendorong laju pernhrangunan di Danrah;
dan

b. sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.

(2\ BPD merupakan salah satu alat kelenghiapan Otononni Dnerah
dibidang keuangan/perbankan cJan menjillalnkan usahanya
sebagai Bank Umum sebagaimana ditetapkaLn tJalilrn Peralturan
Perundarrg-Undangan yang berlaku"

(3) BPD selain dapat menjalankan usahanya sebaEainlanirir climarksud
pada ayat (2), juga dapat menyelenggarieFian t.lnlt t.isal'ra ilyarialt
sebagairnana ditetapkan dalam Peratunan PerundanE-UnrJangcul
yang berlaku
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ftt) tlntuk ffiGr1G?poi maksud dan tujuan sebagaimana cjTmartrrwd
dalam Pasal 3, BPD menyelenggarakan usarha-usaha rneliputi:

a. menghimpun dana dari mayarakat clalarn hentuk sirnp;anan
berupar giro, depclsito berjangka, serfifikat deposito,
tabungan/atau bentuk lainnya yang clipersamerkan dengan itur;

b. memherikan kredit;

c. menerbitkan surat pengakuan hutarrg;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risit<o sencliri maupun
untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi <ileh
BPD yang n"lasa berlakunya tidak lebih lama daripada
kebiasaan dalam perdagangan surat-sumt dimal<sucl.

2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang
ma$a berlakunya tidak lebih lama dari l<ebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud.

3) Kertas Perben,daharaan Negara dan Surat Jaminan
Pemerintah. , '

4I Sertifikat Bank lncJonesia (SBl).

5) Obligasi. 
,

6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan
tahun. 

i

7) lnstrumen surat berharga lain yang berjangka waktu
dengan 1(satu) tahun.

e. memindahkan uang baik untuk kepentlngan sendlri maLrpurl
untuk kepentingan nasahah;

f. menempatkan dana pada Perusahaan lain, r'nerninjarn derna
dari/atau meminjantkan dana kepada bank lain, baik derngan
menggunakan surrat, sarana telekomunikasi nnarupun dengan
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berhanga dan
melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;

h. menyediakan tempat untuk menyimpanr barang dan surat
berlrarga;

L melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak;

melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya daiam
bentuk surat berharga yang tidak tercatelt cli bursa e'fek;

membeli melalui pelelangan agunan baik s€)mua r]1€li"rpLrn

sebagian dalam hal debitur tidak mt*menulri t,iewajibannya
kepada Bank, deng'sn ketentuan agunan yang clibeli tersi'ebut
wajib dicairkan secepatnya;

l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha lcartu kredit
kegiatan wali amanat;

I

1(satu)

sampai

t.

k.

dan
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({i} Setaln nrelakukan $saha=usd+f€ sebagainlanm r,finmksud parJa
ayat (zl) dapat pula :

a. melakntkan kegiatan dalarn valuta asingl di.ln ertau sebaEi.ll ffJarnk
Devisa dengan rnernenuhi ketentuan yang; dite'tapka,* ol'*t', )'i:jng
berwenang;

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pracla lBank atau
Perusahaan lain di bidang keuangan, seglert! sewa guna uscrha,
modal ventur?, perusahaan efek, asuransi serta lenir:ag;a klirlng
penyelesaian dan penyirnpanan, clengan memenuhi ketenrtuan
yang ditetapkan oleh yang berwenanrg;

c. melakukan kegiatan penyertaan rnoclal sementara untr-rk
mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan sr/arat hanrs
menarik kembali penyertaannya, clengan memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh yang berwenang;

d. bertindak sebagai pendiri Dana pensiun,
Kesejahteraan Pegawai sesua;! den6;eln ketentuan
Perundang-Undangan yang berlaku; clan

e. melakukan kegiatan yang lazim clilakukan oleh
Perbankan sepanjang tidak bertentanE;an dengan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Yayasan
Feraturan

Lembaga
Feraturan

BAB V

MODAL

Pasal 7
(1) h4odal clasar tsPD adalah sebesar Rp. 7s0.000.000.000,- (tujuh

ratus lima puluh milyar rupiah). :

(:2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) terah
disetor sebesar Rp. 150.862.961.772,- (seratus lima puluh milyar
delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh
satu ribu tujuh ratus tujuh puluh, dua rupiah), yang merupakan
penyertaan modal dari :

a. Pemerintah Daerah sebesar Rp,49.892.000.000,- (empat puluh
sembilan milyar delapan ratus S,embilarr ;:luluh dua .!uta'rupiah);

b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar ftp. 1C10.970.961772,-
(seratus milyar serntlilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus
enam pult,rh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

(3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksur! pacla ayat
(1), Pemerintah D*erah dan Pemerintah Kabupaten/t(ota dapat
mengalokasikan an*garan rnelalui APBD masing-masing setiap
tahun sesuai kernanipuan keuangan da,erah,

(4) Fenyertaan Modal sebagaimana dirnal<sud prada ayat (21)

merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5') Penyertaan Modal IJPD dimungkinkan dari Pihal< Ketiga da:ngan

ketentuan sebahagian besar ntodal (nrayoritas) c!irrriliki olelr
Pemerintah Daerah.
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P,asal S

(1) Perubahan modal dasar sebagaimana rJimaksrucl dalarn'pasal Z
ayat (1) ditetapkan dengan peratur.an Daerahr.

(rl) Penambahan modal disetor baik ciari Pernegerqgl .saharn larrnal
maupun Pentegang Saham baru tidak perrlu <Iilakr.rkern Pen.lhaharr
Peraturalr Daerah tetapi persetujuan atasl rnocJal tiisellur terserbut
merupakan kewenangan RtJpS.

(3') Penyertaan ntodal clari Pihak Ketiga serhaglairnana clirna$,rsucl
dalant Pasal 7 ayat (5) dilaksanakan t'ltas pransetu.juan R{-lP{rr' sesuai clengan ketentuan i"erundang-undan-t7an yernrJ l:erlakur "

BAB VI

.$AHAM . $A}{AUI

Pasal $ 
:(1) $aham dikeluarkan atas nama pemilil<nya, paclar tiap-tiap surat

saham dicatat nama penriliknya oteh Diretrsi;

(:e) BPD hanya mengakui satu badan hukurn atau satu orf{nE sebagai
pemilik dari satu saham;

(3) Untuk tiap-tiap saham diterbitkan selrerlai surat sahanr riisertali
seperangl<at tanda deviden beril<ut sehelai talonr untuk rnenenim;r
seperang;kat tanda deviden ;

(,4) Apabila tliperlukan untul< saham yang telah disetor dapat
diterbitkan sertifikat saham dengan nilai kelipatan nominal saham.

(15) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani olel'l
Direktur Lltarna dan Ketua Dewan Pengawas;

(5) Apabila l(etua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksr.rrJ ayat (5)
berhalangan, maka Direktur Utama bersama-sama clengan s;alal'r
seorang anggota Dewan Pengawas menanclatangani surat-surat
saham; 

:

('Z) Apabila Direktur lJtama sebagaimana dirnaksucl ayat (5)
berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas bersama-sama
dengan salah seorang Direktur menanclatangani surat-surat
saham;

(E) Apabila Direktur Utama dan Ketua Dewan PenEawas
sebagaimana dimaksud ayat (5) berhalangan, maka seorang
Direktur bersarna-sama dengan seorang anggota Dewan
Pengawas menandatangani surat-surat saharn;

(g) Terhadap setoran saham oleh Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mencapai nilai saham
diberikan tanda setoran saham (Resivis);

(110) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tuncfi.rkl pada
Peraturan Daerah ini dan kepada serlua kepcrtusan yarlg
ditetapkan RUPS.
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Pasal 10

l(etentuan dan Peraturan tentang daftar saham, pelminclahrtanganan
sttham dan duplikat saham diatur dengan peraturan sendiri oleh RTJPS
dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perunclang-urrdangan
yang berlaku.

BAB VII

RAPAT UMUM PEMEGAI{G $/\HAM

Pasal {1

(1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalanr setaht^rn.

(21) RUPS dipimpin oleh Ketua Dewan Felrgawas atau Peialbat yang
ditunjuk.

(3t) Keputusan ttUPS trerciasarkan atas musiyfiwaralh dan rnt.rfal'cat.

(41) Apabila kata rnufakat sebagaimana climaksr"rcl par.la avat (3) tida[r
dicapai, maka pandangan-pandangan yang herrlterrnbang,clalarn
RUPS rJisampaikan kepada Gubernur un'tuk rnenganrhil
keputusan.

(ft) Tata tertib RUPS diatur dan ditetapkan roleh FttrJPS,.

BAB VIII

FENGUR.U$

Bagian Pertamet
Dewan Pengavrras

Pasal 12

({) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan unlum BPD dan
menjalankan pengawasan, pengencla[ian dan pembinaan
terhadap BPD berclasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

(:l) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 13

(1) Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara lndonesia;

b. memiliki keahlian keuangan/perbankarr serta dipandang
mempunyai akhlak dan moral yang baik;

c" tidak pernah melakukan kegiatan atau tirrdakan-tindakan yang
tercela;

d. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang
cakap dan mempurryai kemampuan untuk menjalankan
kebijaksarcaan Gubernur mengenai plembinaan dan
pengawasan Bank; i ,,



q-

e. tidak terlibat secara langsung maupun tidak lanEsung terhadap
setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;

f. calon anggota dewan pengawas dicak:nkan tCan clipilih olefr
RUPS; dan

g. dinyatakan lulus uji' kepatutan dan kelayakan (fit and propert
fesf) yang dilaksanakan oleh Bank lndones;ia.

(12) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan antara anggota
Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak bol lr ada
hubungan keluarga sampai derajat kedua baik menurut Earis luruls
maupun kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar;

(3) Apabila sesudah pengangkatan sebagaimana dirnaksud ayat (2),
terjadi hubungan keluarga, maka untuk nrelanjutflran jabatannya
diperlukan izin tertulis dari Gubernur setelah mendelrgiar
pertimbangan dari Bank lndonesia;

(,4) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan merniliki kerpenting;arr
yang berhubungan dengan atau mengganggu kepentingan Bernk.

Pasal 14

(1) Anggota Dewan Pengawas lerdi! atas sehinnya!<-hanyaknva
sama dengan jumlah anggota Direksi cJan sekurarng-kr;rang;nya' i|,

(tiga) orang, dan salah seorang ditunjuk sebaEali l(ertu;a;

(',U Anggota Dewan Pengawas diarrgl<at olqslr Guhernun riari cah:rr
terpilih untuk masa jahatan paling lanna 3t (tign) taillun dnn clapert
cliangkat kembali untuk 1 (satu) kali nnasa jiahatan, aplabifla ynn6.1

bersangkutan terpilih kembali oleh R.lJFllS.

Pasal {5
(1) Dewan Pt=,,ngawas niempunyai welwenang pengawasarn clis,emua

bidang kelgiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan usaha
F]PD;

G1 Pengawasan sebagaimana dimaksucl parcla ayart (1), dapat
dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwat yang s;uclah

ditetapkan atau $ecara insidentil.

, Ilasal 16

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

a. masa jabatan berakhir;

b. meninggal dunia; dan
l

c. diberhentikan. i

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat cliberhentikan oleh Gubernur
karena:

a. permintaan sendiri;

b. melakukan tindakan yang merugikan t3PD;

c. melakukan tindakan tercela yang lrerdanrpak pacla reputasi
BPD dan daerah; dan ,'r'i, ii
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d. sesuatu hal'yang' nrcngakibatkan ia tidak dapat meraksanakan
tugasnya secara wajar. :

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksucr ayat (z) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur atas usul RUpS.

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas criduga rnerakukan
tindakan yang merugikan BPD sebagaimana clirnaksucl pacla
ayat (2) huruf b, maka yang bersangkutan diberhentikan
sementara dari tugasny'a oletr Gubernur atas usr"ll FlLrpS.

(lt) Pemberhentian sementara sebagaimana climaksucl parJa ayat (,4)
disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan, Direksi
dan anggota Dewan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan
pemberhentian sementara tersebut.

(i) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana
r dimaksucl pada ayat (.4), dilakukart hal-hal sebaEai berikut:

a. anggota Dewan Pengawas ditreri kesempatan untuk memb,ela
diri dalam suatu sidang yang khusus diaclakan untuk itr.r oleh
Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota
Dewan Pengawas tersebut diberitahukern terrtiang
pemberhentian sementara dan apabila anEg;orta Dewan
Pengawas yang bersangkutarr tidak hadir dalam siolang
tersebut, maka yang bersangkutan cliangga6:r rnenteninta
apapun yang telah diputuskan;

b. dalam sidarrg sebagaimana dimaksuri huruf d, Pemegang
Saham memutuskan apakah anggota Dewan Penrgavuas yang
bersangkutan tetap diusulkan'untuk c,liberhentikan ataulqah
pemberhent!an sementara dibatalkan dan sog€ta
rnenyampaikan l(eplutusan seoa!"a tertulis kepacla G'ubennun;

c. paling larnbat 1(satu) bulan sejelk cJlterirnanva keputusan
sidang tersebut dalam huruf b, Gubernun rneln6;eluarkan
Keputusan dan menyampaika4 secarra teftulis kep;arJa anggclta
Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi clan anggota
Dewan Pengawas lainnya dan darfiam hal penvampaian
Keputusan tersebut tidak dilakukan dalmm wakf"u yang
clitentukan, maka pemberhentian semtnntara itu l:aterl drsmi
hul<um.

(7) Apabila sidang sebagaimana dimalqsud pacJa ayett (6) l'turuf a,
tidak rJilaksanakan dalam wal<tu 1 (satu) bulan sretelah
perrnberrhentian sementara diberitahulqan menurutt lqetentuan
sebagaimana dimaksucJ ayat (4), maka ursul penl[ierhentii'ln
sebagaimana dimaksud avat (3), dan Ke;lutusan Fenrf:erhentian
Sementi'ara oleh Gubernur yang bersangl<utan rnenjadi Llatai rJerlli

hukum.

(E) Apabila Keputusan Gubernur sebagaintana clintaksud ayat (6)
hurruf c, tidak dapat disetujui oleh angg,ota Dewan Pengawas
yang bersangkutan, maka yang bersangl<utan dapat mengajukarl
permohonan banding secara tertulis kepada Pengadilan l'ata
Llsatrd trlegara dengan disertai alasan-alasan dalarn waktu 2 (clu;:)
minggu setelah pemberitahuan tentang; Keputusan tersebut
diterima.
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(9) Apabila dirlarn jangka waktu 2 (dua) bulan serjak diterimanya surat
banding tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara belum
mengambil keputusan terhadap banding yang diajukan, maka
pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 17

(1) Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu
dilakukan pelantikan dan pengannbilan surnpah oleh Gubernur.

(,1) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas
dilaporkan kepada Bank lndonesia.

Bagian Kedua
, Direksi

Pasal 18

(1) BPD sehari-lrari dipimpin oleh Direksi yang terdiri tCari seoranE
Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3(tiga) orang Direktur.

(12'l Direksi bertanggungjawab kepada Gubernur melalt.ti Dewqrt
Pengawas dalam Rapat Umum Pernegang $aharn. l

(3) Anggota Direksi tidak diperkenankan nrerangl<ap p,ekerjaan atau
jabatan eksekutif lainnya.

(,4) Anggota Direksi harus bertempat tinggal diternpat keriutiukarn
BPD.

(15) Antar sesama anggota Direksi tidak bolelr ada hubrun'lgan keluarga
sampai derajat kedua baik menurut garis lurus n'lallpun
kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar;

(6) Antar Anggota Direksi dengarr Anggota f)erwan Penga'was

apabila setelah pengangkatan diantara mereka terjar.li hubungan
keluarga, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin

tertulis dari Gubernur setelah mendapat pertirmbangian dari Fiank

lndonesia.

('7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai keperrting;1an pribarJi baik
langsung maupun tidak langsung pacla perusal'laan intnu usaha

lain yang diberi kredit oleh BPD.

Pasal 19

Llntuk dapat diangkat menjpdi anggota Dlrr:ksi harus nnran'relnutli syaratr
syarat selragai berikut : ,,

ar. Warga Negara lndonesia;
br. menrilil<i aiiiriak dan rnoral yang fiaik;

c. merniliki nomitmen untuk mematulri periaturan perunrJanE-

undangan yang berlaku;
Cl" mbmiliki l:omitmetl yan$J tinggi terfri:clap pengerrlbangan

operasional Bank Yang sohat;
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e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yarrg rnemaclai cjan
relevan dengan jabatannya;

f. memiliki pengalaman dan keahlian di biclang prerlrankan dan/atau
bidang l<euangan;

g. memiliki kemanrpuan untuk melakukan pengetolaan strategis

. dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;

h. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;

i. tidak perneth dinyatakan pailit atau menjacli anggota Direksi atau
anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5

' (tima) tahun sebelum dicatonkan;
j. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;

k. tidak terlibat baik secara langsung maupun ticlak langsung dalam
setiap kegiatan yang mengkhianati Negara;

L tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadiran;

m. sehat jasmani dan rohani;

n. pada saat diajukan untuk menduduki jahatalr Direksi yang pertama
kali batas usia maksimal 55 (lima pulurh lima) tahun dan untrlk
rnasa jabatan selanjutrrya 60 (enam puluh) tahun;

o. membuat Visi dan Misi;

p. lulus uji kelayakan dan kepatutuan yang dilakukan oleh Banl<
lndonesia.

Pasal 20

(1) Calon anggota Direksi yang telah memenulri syarat sebaEaimana
dimaksud dalam Pasal 19, disarnpaikan oleh Gubernur untuk
dipilih dalam RLIPS sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan
sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

(:?) Calon anggota Direksi sebagairnana rJinnaksutj patla ayat (1)
wajib menyampaikan visi dan misi dalam IRLJPS.

(:3t Calon anggota Direksi yang tidak ntenyampaikan visi dern rnisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hal<nya sebagai oalc.rrr

anggota Direksi dinyatakan gugur.

Pasal 21

(1) Anggota Direksi yang terpilih melalui RtJPS, selanjurtnya
ditetapkan pengangkatannya dengan l(epr"rtus;an Gubennur
setelah mendapat persetujuan Guhernur Bank ln,rJonr+sia.

(',2) Masa jabatan anggota Direksi adalah 4,(e*nrpa't) tcrhurl rJan rJer6rat

dipilih kembali untuk satu masa jahatanr la6yi apafirlla terpilih dalanr
RUPS.

(i3) Sebelum anggota Direksi menjerlankan tugas bendasartr<arr
Keputusan Gubentur tentang pengangl,ratatnnya terhaclap vanE
hrersangkutan terlebih dahulu dilakul<arr pelantlkan dan
penEambilan surnpah jabatan. ' I
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(4t) $etiap pengangkatan dan pernberhentian angEota lJlneksi wajlh
' dllaporkan kepada Bank lndonesia palirrg lambat 10 (sepulr"rh) f'rari

setelah tanggal perrgangkatan atau penrtrerhentian e'fektif, disertai
, dengan notulen Rapat Umum Pemegarrg Siaham.

Pasal 22

(X ) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan BPD sesuai ciengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(tl.\ Direksi rnengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkarr
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(iI) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPD
dengan persetujuan Gubernur setelah nrenclengar usul Dewan
Fengawas.

Pasal 23

(1) Direksi mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilan.

(2) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada seorang atau
beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk, atau
kepada $eorang atau beberapa orang Pegawai BPD, baik sendiri
maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 24

T'ata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaart Direksi diatur dalam
suatu peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengar
perrdapat dari Dewan Pengawas.

Pasal 25

Direksi berdasarkan persetujuan Gubernur atas usul Dewan PenEawars
dlengan berpedoman pada Perundang-tJndangan yang herlal<u dagrat

nnelakukan hal-hell sebagai berikut :

1. membuka Kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantr:r Kas,
Unit Syariah dan Unit Usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan;

21.. mengeluarkan surat-surat obligasi;

3. nnembeli, menjual atau dengan cata lain ntendapatkan atau
melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik EIFD;

4. mengikat BPD sebagai penanggr.rng/penjamin kewa.!iban pifrak
ketiga;

ti. menggadaikan Lrarang-barang milik 13PD;

ti. penyertaan {,talam modal Perusahaan sekragairnana clinial<r;ud
dalam Pa*,*i '7.

Pasal 26

(1) Anggota Direksi berhenti karena :

' a. masa jabatan berakhir;
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b. meninggal dunia; dan

c. diberhentikan.

(2!') Anggota Direksi dapat diberhentikian oleh Oubernur atels uri;ul
Dewan Pengawas karena :

a. permintailn sendiri;

b. mengundurkan diri;

c" melakukan tindakan vang merugikan BPD;

cJ. rnelakukan tindakan tercela atau bersikap yang bertentanEan
dengan kepentingan Daeralt atau lrleEara;

e. sesuatu hal yang rnengakibatkan ia tida$< tdapat rnelaks;rnakan
tugasnya seeara wajar.

(3) Atas usul Dewan Pengawas, Gub,ernur rnemberhentil<an
sementara anggota Direksi yang dltluga keras melakukern
perbuatart sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, lruruf d
dan huruif e.

(.+) Penrberhentian sementara sebagaimana dintaksud pada ayat (3),
diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur kepada Direksi yang
bersangkutan disertai alasan-alasan yan$ menyebabkan tindakan
itu.

(5) Dalam hal terjadi pemberhentian sernentara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesernpatan untuk
membela diri dalarn suatu sidang yang klrusus diadakan untuk
itu oleh Pemegang Saham dalam waktu 1(s;atu) bulan sejak
anggota Direksi tersebut, diberitahukan tentang pernberhentian
sementara dan apabila anggota Direksi yang bersangkutan
tidak hadir dalam sidang tersebut, maka yang bensangkutan
dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.

b. didalam sidang sebagaimana dimal<sud huruf a, Dewan
Pengawas memutuskan apakah ?h$$,]to Direksi yang

bersanglcutan tetap diusulkan untuk iJiberhentikan atau
pemberhentian sementara tersebut dibatalkan dan seketika itu

keputusannya disampaikarl secara resmi kepada Gubernur.

c. paling larnbat 1(satu) bulan sejak berakhirnya sidang
sebagaimana dimaksud pada huriif a, Gulbernur
memberitahukan keputusannya terhadap usul sebagaimana
dimaksud pada huruf b secara tertulis kep;::da anggota Dlreksi
yang bersangkutan dan apahila pennberitalruan tidak dilakulcan
dalam waktu tersebut diatas, maka pemb*rhelntian sementara
itu batal deml hukum.

(6) Apabila sidang sebagaimana dimaksud paela ayat (5) tidak
dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1(satu) bulan
setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diberitahukan, maka pemberhentian sementara itu batal
demi hukum.



-15-

(/) Jika pemberhentran oleh Gubernur sebagaintana dinnaksud pa<1a

ayat (5) huruf c tidak dapat diterima oleh anggota Direksi yang
bersangkutan, maka anggota Direksi yang bersangKutan dapat
mengajukan permohonan banding kepada F'eng;adilan -['ata

Usaha Negara secarc tertulis disertai alasan-alasan terharclap
Keputusan itu dalam waktu 2(dua) minggu setelah Keputt-lsan
Pemberhentian itu diterimanya.

(8) Apabila dalam jangka waktu 2(dua) bulan sejak diterinneenya sunat
banding tersebut, Pengadilan T:ata l"lsaha Negiara belunt' menganrbil keputusan terhadap h;rndirrg yang cliajukan, rnakar
pemberhentian anggota Direksi tersetlut ntelnnplunyai kefiruatant

hukum yang tetap.

(gr) Apalrila perbuatan sebagaimana climaksuti padia eryat (il) lrunurl'[r
dan huruf c merupakan tindakan :pirJana, maka pemlrerhevltian
tersebut adalah pemberhentian dengan tirJak hormat.

BAB IX

[, EI-.{G ].ilA$I LAN, P H h! SI U I{ DAN TU N"]I/\N GA}T I{ ARI T,IJA

Pasal 27

(1) Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi diatur oleh Gulrernur
atas usul Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada
Peraturarr Perundang-Undangan yang herlal<u.

(12) Peraturan gaji pegawai BPD diatur oleh Direksi <trenEan

persetu.iuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan
Peraturan PeruncJarrg-LJndangan yang berrlaku deng;art

memperhatikan kemamPuan BPD.

Pasal 28

(1) BPD rnengadakan dana pensiun ' dan tunjangan lrari tua bagi

Direksi daln Pegawai BPD yang merupakgn kekayaan BPD yang

dipisahkan.

(2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagairnan dimaksud pada

ayat(1) bersumber dari :

a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai

BPD;

b. iuran dari Bank;

c. bagian dari laba; dan

d. usaha-usaha lain Yang sah.

(3) BPD wajib mengusahakan dana pensiun sebagaintana dimaksud
pada ayat(1) agar mencapai jumlah harEa tunai kewajiban yang

harus rdipenuhi terhaclap pegawai BPD dan wajib menj;aga supaya
jumlah harga itu jangan berkurang.
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(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dirnatcsucl pada ayat(1) danayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Guberntri .,an
berpedoman kepada peraturan perundnng;-undangan yang
berlaku.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARITN

Pasal 29
(1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran l-ahunan

BPD kepada !9wan Pengawas untuk mencJalpatkerrr p,lrsetujt,ri:ln,
paling lambat 3(tiga) bulan seberum tahun !:ukr"r beri*Frhir"

(t-) Apabila sampai dengan permulaan tahuln,buku br:,rlkutn.Vel, Dewarr
Pengawas tidak mengemukakan kebelrat;;ln, rn;jlka Flcrnrcana l(eria
dan Anggaran Tahunan BPD terselbut ci!nyartakan berlerku.

(3) setiap perubahan atas Rencana Kerja clan AnE$Jaran Tahun;ln
BPD yang terjadi dalam Tahun tlurku yanq henkenarn harus
menclapat persetujuan Dewan pengawas.

('l) Rencana Kerja dan ,Anggaran ,,Tahunan LSPD yang te;lerh. mendapatkan persetujuan Dewan pengawas herrus rCisampalikarr
kepada Gubernur dan Bank Indonesia.

Pasal 30

(11) 'l-ahun Buku BPD adalah l'ahun Takwin.
(rl) Direksi menyampaikan perhitungan Tahunan yang tercjiri dari

Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yane| ti:rah diperiksa 'danditeliti oleh Akuntan Publik kepada Dewari pengawas 
SJuna

diteruskan kepada Gubernur dan RUPS pai 3 lambat o(errram)

' bulan setelah Tahun Buku berakhir.

(3) Neraca clan perhitungan Rugi/Laba sebagain na tJirnaksucl pad;l
ayat(Z) harus ditandatangani oleh para angg a Diret<si dan pana
anggota Dewan Pengawas *tau seorrl , arrggota Dewan
Pengawas atas nama Deraran Pe,,..;;lwas.

(rl) Neraca dan Perhitungan Ru*, ; aba ,,il'tg telah mendapat
persetujuan RUPS mernberikan pemb,, Dasan tanggungjawab
kepada Direksi dan Dewan Pengaw. ' {acquit et de charge).

(5) Direksi wajih membuat Laporan Tai .an tentang perkembangan
usaha BtlD yang telah disahkan iUPS untuk disampaikan
kepada G*bernur darr Bank lndonesi

(6) Direksi !...,jib mengumurnkan perhir lan 'fahunan yang telah
disahkar, .r*h RUPS rnelalui media c'

fl$ Tffi cena pernn*etan" penyamg*a4 dan pngesahan perhiterngan
lldhunan BPD diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-
Undangan yang berlaku.
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, pasal 31

P."flqqiry laba bersih setelal'r dipotong pajerk yang tetat.r disahkan
oleh RUPS, ditetapkan sebagai berikut:
a. deviden untuk Pernegang Saham ........ 5596

b. cadangarr umum

c. dana kesejahteraan sosial .... ."..... So/o

d. jasa produksi . llya

i' BAB Xt

TANGGUNGJAWAB DAhI TT'NTUTA}{ G/\N'TI RUGI

, pasal 3?

Dewan Pengawas, Direksi serta semua peEawai ElpD apabila
melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, peraturarr
atau ketentuan Perundang-undangan lainnya atau karerna kelalaianr
daiam melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung;.!avirabnyer
sehingga menimbulkan kerugian bagi BPD, nraka yan(il berrsangltutan
wajib menEganti kerugian tersebut dan diprose+s sesua! ketentuari \/ang
berlaku.

BAB XII
. PERI.'BI\HAN BADAN HUKUM DI\hI PEIhflELNE$,AFI,,AN

Pasal 33

(1) Perubahan bentuk l:adan hukum BPD meniadi Persc'roan
Terbratas d itetapl<a n den g er n Peratu farrr Daer;rfr ;

(L) Peraturan Daerah sebalgaimana ctimaksuc'f pratXa ayat (1) berlaku
secara efektif sete.lah rnendapat izin operasional clari Bank
lndonesia dan telah mendapatl<an penEesahan dari Menteri
l{ukum dan Hak Azasi Manusia;

(:)) Pemerintah Daeralr mempercepat proses perubahan hentuk
Badan Hukum BPD.

(1) Pembubaran BpD o',","0*t"l-Ji;;,r peraturan Daerah;
(:l) Gubernur menurrjuk Panitia Pemh.rubaran BPD sebagainrana

dimaksud pada ayat (1);

(3) Dalam hal BPD dibubarkan, maka hutang dan kewajiban
keuangan dibayar dari harta kekayaan BPD, sedangkan sisa lebih
menjadi milik Pemegang Saham;

(4) Pertanggungjawaban pernbubaran BPD r:leh Panitia Pembubaran
disampailtan kepada Gubernur.
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PERATURAN

PENJELASAN ATAS

DAERAH PROVINSI SULAWES! I"ENXGG/\RA

NOMORi Z TAH|..'N2011

TENITA.NG

BAhIK PEMBA},IGUNAN DAERAH SULAVI'ESI TE$.IGGAIR,A,

t. UMU M

Bank Pe;mbangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai salah satu allat
kelengkapan otonomi daerah mempunyai peran yang sangart besar dalarn upaya
rnendorong pertumbuhan perekonomian dan mempercepat proses pelaksanaan
pembangunan daerah, disamping sebagai salah satu Badan Usaha ttililik Daeralr
yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup berartl terhadap
Penclapatan Asli Daerah.

Untuk mencapai satu sistem perbankan yang sehat, kuat dan erfisien, rnaka
perlu penguiatan struktur perbankan melalui peninSTkatan permodalan naimun
pembagian liaba atas penyertaan modal dimaksud perlu diatur sesuai Undang-
Undelng Perusahaan Daerah. Selain itu, dalanr rangka mempercepat penrenuhan
modal disetor perlu diberikan kewenangan kepacla Rapat tJmum Pemeglang;
Saham untuk memberikan persetujuan atas mcldal disetor hnyra melakukart
perubahan atas Peraturan Daerah sehingga diharapkan dapat meninEkatkart
kemampuan Bank dalam mengelola usaha maupun risiko serter rneningkatkan
skala usaha guna mendukung peningkatan kapasitas perturnbuhan kneclit
perbankan.

Selain itu salah satu upaya perringkatan kinerja Barrk Pembarngunian Diar:ralr
Sulawesi Tenggara adalah nrelakukan ekspansi usaha dengan menyel€)nqg;:lrallan
unit rlsaha sy6p1u6 pada waktunya apabila keadaan sudah rnemungltinl,lan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka rnorJal dasar tiianlt
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sesuai Peraturi,"in Diaerah Provinrsi
Sulawesi Tenggara lrlornor 10 l'ahurr 2004 tentang Perubahan atas Peraturetn
Daerah Nomon 5 Tahun 2003 sebesar Rpr.150.000.000.000,-(seratus lima pu[uh
milyirr) sudah tidak memadai sejalarr dengan konrjisi dan perkembanglan L-]'ank

Pembangunan Daerah Sulawesi l-enggara saat ini sehingga perlu c{itinglkatkart
rnerrjadi Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh nrilyar rupii:h).

Peraturan Daerah irri selain mengatur penrbahan rnocJal dinsar t}anlc
Pemrbangunan Daeralr $ulawesi Tenggara dari Rp. 150.000.000.000,- (sreri,rtus

linra puluh nrilyar rupiah) rnenjadi Rp, 750.000.000.000,- (tu"iuh ratus lima pult"th

milyar rupiah), kemungkinan penyelenggaraan unit usaha syariah, pembaElan laba
sesuai clengan Llndang-tJndang Perusahaan Daerah juga rnengatur pemberiarr
kewrenangan kepada Rapat tJmum Pernegang Sahanr unttik rnemberi[<i:rnt
persetujuan atas modal clisetor dari para pemegang sahanr tanpa melakukan
perubahan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, rnahia

dibentuklah Peraturan Daerah ini"
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Pasal 7
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Pasal 11
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: Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan
dalam Peraturarr Daerah ini, dengan maksud untuk
menyamakan pengertian terhadap istilah-istilah tersebut,
sehingga dapat dihindarkan kesalahan pemaharnan dararrr
menafsirkannya.

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukrlp Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup jelas

: Dewan Pengawas rnenetapkan kebijaksanaan umum [3Pt)
dan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pernrbinaan
terhadap BPD berdasarkan ketentuan PerundanE-Undangan
yang berlaku, dengan melakukan kegiatern-kegiatan seLraEai
berikut:

a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BPD;

b. Melaksarrakan pengawasan sehari-hari atas penguru$an
BPD;

Menggariskan kebijaksanaan anggararr clan keuangan
BPD;

Membantu dan mendorong usaha perrnbinaan clan
pengembangan BPD;

Mrenilai dan rneneliti laporan nererca dan Rugi/ll..aba yian!?

disarnpaikan oleh Gubernur;

Memberikan pertimbangan dan $aran haik dirninta a'tau
tidak dimirrta kepada Gubernur untuk perhaikian dan
pengembanEan BPD;

t!4eminta keterangan keplada Direksi rnengenai hall-hal
yanE berhubungan dengan pengurusi?n dan pengeloliaatr
BPD;

h. t{al-hal lain yanrg belum termasuk dalmm kegiatan ters'ebut
diatas.

: Cukup jelas

c.

d.

e.

f.

g.

ayal (2\



Pasal 1iJ

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 1'7

Pasal 18
ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

alrat (4)

ay'at (5)

ayat (6)

ayat (7)

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

ayat (1 )

-3-

: Cukup jelas

: Cul<up jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Dalam menetapkan jumlah Direksi BPD perlu disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan, volume usaha, jumlah kantor,
jumlah pegawai serta kernampuan BPD dalam pembiayaan.

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup.lelas i

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup.Jelas

: Cukup Jelas

:

: sebelum dikeluarkan Keputusan Gurbernur tentang
Pengangkatan Anggota Direksi terletrih dahulu dimintakan
persetujuan dari Bank lndonesia.

.Setiap permohonan persetujuan pengangkatan anggota
Direksi disampaikan kepada Dewan Gufiernur tsank
lndonesia.
Dengan dilampirkan keterangan/identitas dari calort
Direksi yang bersangkutan ben:pa :

I Hasil/Keputusan RUPS tentang pencalonan yang
bersangkutan;

r Surat Ketererangan Gutrernur tentarrg tl'dak ada
hubungan keluarga sebagaimana climaksud Pasal 18
ayat(S) Peraturan Daerah ini;

o Surat Keterangan lolos butuh dari lnstansi/!-emhaga
dimana yang bersangkutan bekerja apabila calon
tersebut berasal dari luar Pemerintah Dabrahr dan tsank;

o Daftar riwayat hidup leng.gkilp yang nremuat peindialikan
dan pengalaman kerja;

. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (HPB) yarngl

dikeluarkan oleh atasan langsung pad;a lnstansi y'nng
bersangkutan atau keterangan dari Atersan/lrrstransi
calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungiawah,
kejujuran darr kepemimpinarr ;

n Flasphoto3x4cnn;
l Contoh tanda tangan dan paraf.



T

1
I

ayat (2)

a)'at (3)

avat {4.)

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasa! 26

Pasal 27

Pasail 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

huruf a

huruf b

huruf c

huruf d

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 36

-4-

Gubrernur setelah menerima pensefujuan Eank lncJonesia
$egera merrerbitkan $urat keplutusan tentaanrg
pengangkatan anggota Direksi.

: Pembatasan masa jabatan ini, rJimaksuclkan urrtul<
meningkatkan produktifitas dan rnemhenikan kesegaran serta
kegairuhan kerja dan memberi kemunrgkinan bagi pembinaan
kaderisasi.

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

:

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

Dana kesejahteraan sosial sebesar 5o/o (lima persen)
diperuntukan kesejahteraan bagi Direksi d;:n Pegawai BPD,
perumahan pegawai dan kesejahteraarr s*:r;.ll lainnya.

Jasa Produksi sebesar 15% (limi, helas persen)
diperuntukkan bagi Pegawai, Direksi dan f, :wdn Pengawas.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

F:DacL.wt *ltn6*tAFlr
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Fasal 35

Dallam hal terjadi pembubaran BPD sebagaimana climaksud dalarn
Pasal 34, maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Dewan PenEawas
EPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeral'r ini, sepanjang
m€)ngenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Dewan FenS;awas

bendasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Penaturan Deterilh
prrovinsi Sulawesi Tenggara l.lomor 2 Tahun X200'7 tentang P,erubral'lan

Berntuk tsadan Flukum tsank Pembangunan Daerah $r,llawelsl Terlggara

tJari Perusahaan Daerah merrjadi Perseroan -f'erbaatas (Lernh"lar'an

Dererah Provinsi ,sulawesi "fenggara Tahun ?:AOT hlrrmor 2) ciicabut diln

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Feraturan Daerah ini rnr,rlai berlaku pada tanggal diunctrangl<arl-

Aglar supaya setiap oc'ang clapat mengetahuinya, rnernerintal"rkan

pe,ngunOangan Peraturan tlaerafr ini den-gan penempatannya dalaryt

Lenlbaran Daerah Provinsi Sulawesi l'enggara'

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal ,ito - '4 ' 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGGARA,
n(llrttv

rH. ZAINi\L ABIDIN

ly'ouaeRNu R suFAWHsl rEt'lc a ARA, 

la
Ml'-

H. rquilnLAnn k/
Diunciangkan di Kendari
Pada tanggal 70 -- 4 - 2011

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHL'N 2011

wOrrnOn. A..
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Fasal'3$

Dalam hal terjadi pembubaran BPD setragaimana dirnaksr*d ctalarn
fqr_"t 34, maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Devrran pengawers
tlPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB )W
KETENTUAN PENI.JTUI)'

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang
rnengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Dewan peirgawas
tnrdasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Dererah
Provinsi sulawesi renggara Nomor 2 'rahr"rn za}T tentang penrbahan
uentuk Badan Hukum Bank PembangLlnan Daerah sulawesi Tenggara
clari Perusahaan Daerah menjadi Ferseroan Tenhatas (Lenrbanan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2A0V Nomor 2) c{icahurt clarn
clinyatakan ticlak berlaku.

Pasal SB

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggar diuncrangkan.

l\gar srJpaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkarn
pengundangan Peraturan lfaerah ini dengan penempatannya clalanr
l.ernbaran Daerah Provinsi $ulawesi Tenggara.

Ditet*6:kan di Kendari
Pada tanggXal &.0 q 2411

GUBERN U R *] UAAWF:$I THNGGAH,A,
fl/

$]i/*-.,,

H. NUR AL-II$'I

Diundangkan di Kendari
Padatanggal 20-4- 2011

.SEKR,EITARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TE]TGGARA,

/a,aA/
H. ZAIT{AL ^ABITX,Id

LEMBARAN DAERAH PF.OVINSI SULAWESI TENGGAR,A TAHUN 2011
NOMOR..5..
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Fasaf 35

Dalam hat terjadi pembubaran BPD sebagaimana dimaksucl dalam
Pasal 34, maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Dewan Pengawas
BPD ditetapkan oleh Gubernur

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Dewan Pengawas
berdasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lenrbeuanr

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 20OT Nomor 2) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Fasal 38

Peratunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarnt
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di Kendarl
Pada tanggal &-O " 4 - 2011

GUBERNUR suFI{\d1,E,slTENGGARA, 
:

Di,{^,r
i{. l''11,"![R AL/\M

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal W^ 4 - 2011

SEKRETARIS DAEFTAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

ha
H. ZNINAL ABIDI}.I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI T'ENGGARA TAHUN 2011
NOMOR."€.. ,


